BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Sejarah PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten

Perusahaan Listrik Masa Penjajahan Belanda

Menurut berbagai keterangan yang ditemukan, cahaya listrik mulai masuk bersinar di wilayah Indonesia sekitar abad ke-19, yaitu pada zaman pemerintahan Hindia-Belanda, yang membangun pembangkit tenaga listrik untuk perkebunan teh dan pabrik gula serta untuk berbagai kepentingan mereka sendiri. Pembangunan kelistrikan di wilayah Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Elektrifikasi di wilayah kota Batavia, sekitar tahun 1893 merupakan Stads Beidrijf yang dikelola oleh pemerintah setempat dengan nama Electricteit Beidriff Batavia.
b. Elektrifikasi di wilayah kota Medan, sekitar tahun 1903 merupakan Stads Beidrijf yang dikelola oleh pemerintah setempat dengan nama Electricteit Beidriff Batavia.
c. Elektrifitas di wilayah kota Surabaya, sekitar tahun 1907 merupakan Stads Beidrijf yang dikelola oleh pemerintah setempat dengan nama Electricteit Beidriff Batavia.

Kelistrikan untuk pemanfaatan umum mulai ada pada saat perusahan swasta belanda yaitu NV NIGM yang semula bergerak dibidang gas memperluas usahanya dibidang listrik. Pada tahun 1927 pemerintah Belanda membentuk S`Landa Waterkracht Bedrijven (LWB) yaitu perusahaan listrik negara yang mengelola PLTA Plengan, PLTA Lamajan, PLTA Bengkok/Dago, PLTA Ubruk dan Kracak di Jawa Barat, PLTA Giringan di Madiun, PLTA Tes di Bengkulu, PLTA Thosea lama di Sulawesi Utara dan PLTU Jakarta. Selain itu di beberapa kota Praja dibentuk perusahaan-perusahaan listrik.

Setelah perusahaan listrik yang berpusat di Belanda didirikan dibeberapa wilayah di Indonesia (umumnya pembangkit listrik), maka pendistribusian tenaga listrik oleh pemerintah daerah dialihkan kepada perusahaan listrik swasta. Menurut pencataan pendirian perusahaan listrik Belanda yang ada di Indonesia terjadi sebagai berikut:

1. 
Perusahaan listrik NV NIGM kemudian berubah menjadi NV OGEM.
a. Izin beroperasi dikeluarkan melalui SK No. 28 tanggal 27 Juni 1913 mengenai pemberian konsesi untuk elektrifikasi wilayah kota Batavia.

b. Izin beroprasi dikeluarkan melalui SK No.29 tanggal 1 November 1951 mengenai pemberian konsesi untuk elektrifikasi wilayah kota Messterconnelis (Jatinegara).

c. Izin beroprasi diberikan melalui SK No.4 tanggal 17 Mei 1924 mengenai pemberian konsesi untuk elekrifikasi wilayah kota Tangerang.

d. Izin beroprasi diberikan melalui SK No.6 bulan November 1924 mengenai pemberian konsesi untuk elekrifikasi wilayah kota Cirebon.

e. Izin beroprasi diberikan melalui SK No.20 tanggal 25 November 1925 mengenai pemberian konsesi untuk elekrifikasi wilayah kota Kebayoran Lama.

f. Izin beroprasi diberikan melalui SK No.12 tanggal 16 Juni 1927 mengenai pemberian konsesi untuk elekrifikasi wilayah kota  Cirebon luar kota.

Pemberian izin operasi pada NV NIGM untuk luar jawa antara lain dikeluarkan untuk wilayah kota Medan dan kemudian secara berturut-turut nenyusul di wilayah Palembang, Ujung Padang, Tanjung Karang (Lampung), dan Manado. Keterangan mengenai izin operasi kepada NV NIGM untuk konsesi wilayah luar Jawa belum ditemukan, namun menurut berbagai pendapat dan keterangan yang diperoleh, waktu wilayah lainnya Palembang terjadi setelah tahun 1920, misalnya Medan, Lampung, Menado, dan sebagainya.

2.  
Perusahaan Listrik NV ANEIM
a. Izin beroperasi dikeluarkan melalui SK No.6 tanggal 8 Februari mengenai pemberian konsesi untuk elektrifikasi wilayah Surabaya, Semarang, Yogyakarta.

b. Izin beroperasi dikeluarkan melalui SK No.25 tanggal 9 Mei 1927 mengenai pemberian konsesi untuk elektrifikasi  beberapa  wilayah Jawa Tengah  dan Jawa Timur diluar wilayah yang telah dikelola oleh OGEM, ELECTRICA, EMR dan EMB.
c. Pemberian izin beroperasi  kepada NV ANEIM untuk elektrifikasi wilayah luar Jawa antara lain Bukit Tinggi, Pontianak, Ambon dan sebagainya.

3. Perusahaan Listrik NV GEBEO
Perusahaan listrik ini merupakan usaha bersama pemerintahan Jawa Barat dengan keputusan yang diberikan sebagai berikut:

a. Izin beroperasi dikeluarkan melalui SK No.24 tanggal 30 Januari 1923/1928 mengenai pemberian konsesi untuk elektrifikasi wilayah Bandung dan sekitarnya.

b. Izin beroperasi dikeluarkan melalui SK No.24 tanggal 24 Maret 1923/1928 mengenai pemberian konsesi untuk elektrifikasi wilayah kota Bogor dan sekitarnya.

c. Izin beroperasi dikeluarkan melalui SK No.24 bulan Desember 1983; No.21 tanggal 20 Mei 1940 dan No.30 tanggal 18 Januari 1940  mengenai pemberian konsesi untuk elektrifikasi wilayah keresidenan dan seluruh Provinsi Jawa Barat, kecuali  Cirebon dan Jakarta yang telah dikelola oleh NV NIGM.
4. 
Perusahaan listrik ELECTRA
a. Izin beroperasi dikeluarkan kepada perusahaan listrik ELECTRA melalui SK No.37 tanggal 07 Juni 1915 untuk elektrifikasi wilayah Kota Tulung Agung.

b. Izin beroperasi dikeluarkan melalui SK No. 31 tanggal 04 September 1922 dan  SK No.33 tanggal 30 Maret 1927 untuk elektrifikasi wilayah luar Kota Tulung Agung.

5. 
Perusahaan Listrik SEM
a. Izin beroperasi dikeluarkan melalui SK No. 15 tanggal 21 Desember 1925 untuk elektrifikasi wilayah Kota Kesultanan Surakarta.

b. Izin beroperasi dikeluarkan melalui SK No. 8 tanggal 8 Januari 1937 untuk elektrifikasi wilayah kabupaten dan sekitarnya yang termasuk wilayah Surakarta.

6. 
Perusahaan Listrik OGEM
Izin beroperasi  dikeluarkan melalui SK No.28 tanggal 24 Februari 1925, No.8 tanggal 26 Desember 1925, No.61 dan 62 tanggal 29 Agustus 1927 dan No.16 tanggal 8 juni 1929 untuk elektrifikasi wilayah Keresidenan Panarukan dan Kabupaten disekitarnya.

7. 
Perusahaan Listrik EMR
a. Izin beroperasi dikeluarkan melalui SK No.8 tanggal 25  Juni 1927 untuk elektrifikasi wilayah Kota Palembang.

b. Izin beroperasi dikeluarkan melalui SK No. 8, 9 dan 10 tanggal 4 Maret 1929 untuk elektrifikasi wilayah Blora dan Bojonegoro.

8. Perusahaan Listrik EMB.
Izin operasi dikeluarkan melalui SK No.31 tanggal 27 September 1939 untuk elektrifikasi wilayah Keresidenan Banyumas.
Perusahaan Listrik Masa Penjajahan Jepang
Dengan menyerahnya Pemerintah Belanda kepada Jepang dalam perang dunia II maka Indonesia disukai Jepang, oleh karena itu perusahaan listrik dan gas yang ada diambil alih oleh Jepang dan semua personel dalam perusahaan listrik tersebut diambil alih orang-orang Jepang. Perusahaan listrik yang berada dibawah kekuasaan dan pengawasan angkatan darat Jepang dijadikan perusahaan listrik Jepang dengan nama sebagai berikut:

a. Djawa Denki Jigyoko Sha di kantor pusat Jakarta.

b. Sheibu Djawa Denki Sha di wilayah  Jawa Barat.

c. Chobu Djawa Denki Sha di wilayah Jawa Tengah.

d. Tabu Djawa Denki Sha di wilayah Jawa Timur.

e. Cabang-cabang lainnya tetap seperti semula.

Perusahaan Listrik Pasca Proklamasi

Setelah berhasil merebut Perusahaan listrik dan gas dari tangan Jepang kemudian pada bulan September 1945 Delegasi dari buruh/pegawai Listrik dan Gas yang diketahui oleh Kobarsjih menghadap pimpinan KNI pusat yang diketuai oleh MR. Kasman Singodimejo untuk melaporkan hasil perjuangan mereka. Selanjutnya bersama-sama dengan pimpinan KNI Pusat menghadap Presiden Soekarno untuk menyerahkan Perusahaan Listrik dan Gas pada Pemerintahan RI.

Penyerahan diterima oleh Presiden Soekarno dan kemudian dengan Penetapan Pemerintah tahun 1945 No.1 sampai dengan tertanggal 27 Oktober 1945 yang ditandatangani oleh Sekretaris Negara. Maka dibentuklah  Jawatan Listrik dan Gas Sumatera, Jawa dan Madura di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga. 

 Pada tahun 1984 para utusan pegawai listrik seluruh Indonesia yang berkumpul di Pusat Pemerintahan RI yang pada waktu itu bekududukan di Yogyakarta, sepakat untuk membentuk Organisasi Pekerjaan Listrik, tokoh-tokohnya antara lain Kobarsjih yang dibantu A. Sidik Djojosukokarto menyampaikan Mosi Nasionalisasi Perusahan Listrik yang diterima secara aklamasi di DPR. 

Dengan adanya Agresi Belanda I dan II sebagian perusahaan-perusahan listrik dikuasai kembali oleh pemerintahan Belanda atau pemiliknya semula. Pegawai-pegawai yang tidak mau bekerja sama kemudian mengungsi dan menggabungkan diri pada kantor-kantor jawatan Listrik dan Gas di daerah-daerah RI yang bukan daerah pendudukan Belanda untuk meneruskan perjuangan.

Para pemuda kemudian mengajukan mosi yang dikenal dengan Mosi Kobarsjih tentang Nasionalisasi perjuangan Listrik dan Gas kepada Parlemen RI. Selanjutnya dikeluarkan Keputusan Presiden RI No.163 tanggal 03 Oktober 1953 tentang Nasionalisasi Perusahaan Listrik milik bangsa asing di Indonesia jika waktu koneksinya habis.


Sejalan dengan meningkatnya perjuangan bangsa Indonesia untuk membabaskan Irian Jaya dari cengkraman penjajahan Belanda, maka dikeluarkan Undang-undang No.86 tahun 1958 tertanggal 27 Desember 1958 tentang Nasionalisasi semua Perusahaan Listrik dan Gas milik Belanda. Dengan Undang-undang tersebut, maka seluruh perusahaan listrik milik Belanda berada di tangan bangsa Indonesia.

Sejarah ketenagalistrikan di Indonesia mengalami pasang surut sejalan dengan pasang surutnya perjuangan bangsa. Tanggal 27 Oktober 1945 kemudian dikenal sebagai Hari Listrik dan Gas. Hari tersebut telah diperingati untuk pertama kali pada tanggal 27 Oktober 1946 bertempat di Badan Pekerjaan Komite Nasional Nasional Pusat (BPKNIP), Yogyakarta.


Penetapan secara resmi tanggal 27 Oktober 1945 sebagai Hari Listrik dan Gas berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga No.20 tahun 1960, namun kemudian berdasar Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik No.235/KTPS/1975 tanggal 30 September 1975 Peringatan Hari Listrik dan Gas kemudian digabung dengan Hari Kebangkitan Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik yang jatuh pada tanggal 3 Desember. 

Mengingat pentingnya semangat dan nilai-nilai Hari Listrik seperti diuraikan diatas maka berdasarkan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No.1134.K/43.MPE/1992 tanggal 31 Agustus 1992 ditetapkan tanggal 27 Oktober sebagai Hari Listrik Nasional.

Jaman Setelah Proklamasi Kemerdekaan Sampai Sekarang

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, di Indonesia mengalami periode perjuangan fisik sampai tiba saat penyerahan kedaulatan dari pemerintahan Hindia Belanda kepada Republik Indonesia.

Tahun 1957 merupakan titik tolak dan awal dari pengelolaan dan penguasaan perlistrikan di seluruh Indonesia yang dikuasai oleh pemerintah Republik Indonesia, karena pada tahun tersebut dimulai adanya nasionalisasi perusahaan asing di Indonesia.

Maka pada tanggal 27 Desember 1957 GEBEO diambil alih oleh pemerintah RI yang dikukuhkan dengan peraturan pemerintah No. 86 tahun 1958 Jo Peraturan Pemerintah No.18 tahun 1959 tentang Penentuan Perusahaan Listrik dan Gas milik Belanda yang pada tahun 1961 berdasarkan Peraturan Pemerintah No.67 Tahun 1961 dibentuk Badan Pemimpin umum Perusahaan Listrik Negara (BPI-PLN), sebagai wadah kesatuan pimpinan PLN. Kemudian istilah PLN Bandung diganti menjadi PLN Exploitas XI sebagai kesatuan BPU-PLN di Jawa Barat. 

Sejarah kelistrikan di Jawa Barat terus berkembang sejalan dengan perubahan dan perkembangan daerah yang terus terjadi memasuki era 1990an dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.23 tahun1994 tanggal 16 Juni 1994. Untuk memenuhi tuntutan perubahan dan perkembangan kelistrikan yang dari tahun ketahun cenderung mengalami peningkatan, maka keluarlah Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No.28/010/DRI/2001

Tanggal 20 Februari 2001. yang menjadi landasan hukum perubahan nama PT. PLN (Persero). Distribusi Jawa Barat pada akhirnya, dengan mengacu keputusan Direksi PT.PLN (Persero) unit Nomor : 120k/010/ DIR 2002 tanggal 27 Agustus 2002 PT. PLN (Persero) unit Bisnis distribusi Jawa Barat dan berubah lagi namanya menjadi PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten, dimana wilayah kerjanya meliputi Propinsi Jawa Barat dan Propinsi Banten hingga saat ini.

1.1.1
Visi dan Misi PT. PLN (persero)

Visi PT PLN (Persero)

Visi PT. PLN (Persero) adalah “Diakui sebagai Perusahaan Kelas Dunia yang Bertumbuh-kembang, Unggul dan Terpercaya dengan bertumpu pada Potensi Insani”

Penjabaran dari visi diatas adalah:


· Diakui

Mencerminkan cita-cita untuk meraih pengakuan dari pihak luar yang menunjukkan bahwa PT PLN (Persero)  pantas dipandang sebagai perusahaan kelas dunia. 

· Kelas Dunia 
a.
Menunjukkan kinerja yang melebihi ekspektasi pihak-pihak yang berkepentingan. 

b.
Memberikan layanan yang mudah, terpadu, dan tuntas dalam berbagai masalah kelistrikan. 

c.
Menjalin hubungan kemitraan yang akrab dan setara dengan pelanggan serta mitra usaha nasional dan internasional. 

d.
Bekerja dengan pola pikir prima (Mindset of Excellence). 

e.
Diakui oleh pelanggan dan mitra kerja sebagai perusahaan yang mampu memenuhi standar mutakhir dan paling baik. 

· Bertumbuh-kembang 
a.
Antisipatif terhadap perkembangan lingkungan usaha dan selalu siap menghadapi berbagai tantangan. 

b.
Secara konsisten menunjukkan kinerja yang lebih baik. 

· Unggul 
a.
Menjadi yang terbaik dalam bisnis kelistrikan dan memenuhi tolak ukur mutakhir dan terbaik. 

b.
Memposisikan diri sebagai perusahaan yang terkemuka dalam percaturan bisnis kelistrikan dunia. 

c.
Mengelola usaha dengan mengedepankan pemberdayaan potensi insani secara maksimal. 

d.
Meningkatkan kualitas proses, sistem, produk, dan pelayanan secara berkesinambungan. 

· Terpercaya 
a.
Memegang teguh etika bisnis yang tertinggi. 

b.
Menghasilkan kinerja terbaik secara konsisten. 

c.
Menjadi perusahaan pilihan. 

· Potensi Insani 
a.
Keberhasilan perusahaan lebih ditentukan oleh kesadaran anggota perusahaan untuk memunculkan seluruh potensi mereka dalam wujud wawasan aspiratif dan etikal, rasa kompeten, motivasi kerja, semangat belajar inovatif dan semangat bekerja sama. 

b.
Potensi insani diperkaya dengan kompetensi yang terbentuk dari pengetahuan substantial, pengetahuan kontekstual, keterampilan, kemampuan, pengalaman dan jenjang kerja sama.

Konsekuensi visi terhadap strategi korporat : 

a.
Mewujudkan kinerja perusahaan dengan kualitas setaraf kelas dunia dalam usaha bisnis kelistrikan. 

b.
Berfokus pada peningkatan kualitas proses secara terus-menerus untuk memperoleh hasil yang maksimal. 

c.
Membangun lingkungan kerja yang memungkinkan anggota perusahaan mentransformasikan potensi mereka menjadi kinerja perusahaan yang dihargai tinggi.

Misi PT PLN (Persero)

Misi PT PLN (Persero) adalah:

· Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham.
Konsekuensi terhadap strategi korporat : 

a. Mencari dan memanfaatkan peluang usaha secara berkesinambungan di bidang bisnis kelistrikan dan usaha lain yang terkait.

b. Mengembangkan budaya pelayanan. 

c. Menerapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan perusahaan yang baik (good corporate governance). 

d. Anggota Perusahaan perlu menyadari bahwa bisnis kelistrikan adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

e. Berusaha secara konsisten untuk meningkatkan jangkauan pelayanan kelistrikan. 

· Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
Konsekuensi terhadap strategi korporat : 

a. Mengembangkan dan menjalankan bisnis kelistrikan sesuai dengan harapan dan aspirasi masyarakat. 

b. Mengembangkan usaha kelistrikan yang selaras dengan kebutuhan pertumbuhan ekonomi di pasar yang kompetitif. 
· Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi. 
Konsekuensi terhadap strategi korporat : 

a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan produktif. 

Memacu pemanfaatan energi listrik secara tepat guna dan memberikan nilai tambah bagi sektor ekonomi. 

b. Menjadi pelopor dalam membangun masyarakat yang sadar dan cinta lingkungan. 

· Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. 

Konsekuensi terhadap strategi korporat :

a. Membangun dan mengoperasikan fasilitas kelistrikan yang akrab dengan lingkungan alam dan lingkungan sosial. 

b. Menjaga dan memelihara semua fasilitas kelistrikan sehingga tidak mencemari lingkungan. 

 Motto PT PLN (Persero)

PT PLN (Persero) memiliki motto “Listrik untuk Kehidupan yang Lebih Baik (Electricity for a Better Life)” 
1.1.2 Logo PT. PLN (persero)

PT PLN (Persero) mempunyai logo atau lambang yang dijadikannya sebagai identitas perusahaan dengan tujuan agar komsumen atau publik pada umumnya mudah mengenal dan mengingat perusahaan. Adapun logo yang dimiliki PT PLN (Persero) adalah bentuk “petir” yang telah lama digunakan oleh PT PLN berserta satuannya. Lambang tersebut digambarkan sebagai berikut:
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Gambar 1.1 Logo PT. PLN (persero)

Sumber : Humas PT. PLN 


Setiap perusahaan senantiasa dilengkapi dengan lambang perusahaan. Lambang mempunyai arti penting karena lambang merupakan identitas bagi setiap perusahaan. 

Lambang petir/kilat telah lama digunakan oleh PT PLN (Persero) dan satuannya. Penggunaan lambang PT PLN (Persero) menurut surat keputusan No. 13/DIR/1976 adalah :

1. Gambar lambang tercantum dalam suatu bidang datar

a. Berwarna kuning keemasan

b. Berbentuk segiempat. Berskala ukuran lebar : Panjang = 3:4

c. Tanpa garis pinggir bila diperlukan penggambaran segi empat pada (b) dapat digunakan garis pinggir sebagai batas.

d. Tanpa tulisan listrik negara ataupun tulisan lain di dalamnya.

2. Gambar atau lambang PT PLN (Persero)  terdiri dari :

a. Petir atau kilat yang berbentuk atas tebal dan meruncing disebelah berwarna merah darah dan memotong atau menembus ketiga garis gelombang.

b. Tiga buah gelombang yang terbentuk sinusoida (dua setengah perioda), berwarna biru laut, tersusun secar sejajar dalam arah mendatar, terletak ditengah-tengah segi empat pada dasar kuning keemasan. 

3.          Gambar atau lambang diartikan sebagai berikut :

a. Bidang persegi panjang menjadi pembatas antara elemen-elemen logo dengan bidang lainnya. Bidang ini melambangkan PT PLN (Persero) sebagai wadah atau organisasi yang terorganisir dengan sempurna.

b.  Petir atau kilat yang melambangkan tenaga listrik yang terkandung di dalam sebagai produk jasa utama yang dihasilkan oleh perusahaan. Selain itu petir pun mengartikan kerja cepat dan tepat para insan PT PLN (Persero)  dalam memberikan solusi terbaik bagi para pelanggannya.

c. Tiga gelombang yang memiliki arti gaya rambat energi listrik yang dialirkan oleh tiga bidang usaha utama yang digeluti perusahaan yaitu pembangkitan, penyaluran dan distribusi yang seiring sejalan dengan kerja keras para insan PT PLN (Persero) di dalam ketiga bidang usaha tersebut guna memberikan layanan terbaik bagi pelanggannya.

4. Warna lambang diartikan sebagai berikut: 

a. Kuning (Pantone 102c) C0 M0 Y100 K0/R255 G255 B0 Menggambarkan pencerahan, seperti yang diharapkan listrik mampu menciptakan pencerahan bagi kehidupan masyarakat. Kuning juga melambangkan semangat yang menyala-nyala yang dimiliki tiap insane yang berkarya di perusahaan.

b. Merah (Pantone Warm Red) C0 M100 Y100 K0/R255 G0 B0 Melambangkan kedewasaan PT PLN (Persero)  sebagai perusahaan listrik pertama di Indonesia dan kedinamisan gerak laju perusahaan serta keberanian dalam menghadapi tantangan perkembangan jaman.

c. Biru (Pantone Process Cyan) C100 M0 Y0 K0/R0 G160 B198 


Biru, warna yang menampilkan kesan konstan (sesuatu yang tetap) seperti halnya listrik yang tetap diperlukan dalam kehidupan manusia. Di samping itu biru melambangkan keandalan yang dimiliki insan-insan perusahaan dalam memberikan layanan terbaik bagi para pelanggannya.

5. Tipo
grafi huruf



Tipografi atau jenis huruf yang terpilih senagai tipografi resmi PT PLN (Persero) adalah tipografi yang digunakan dalam segala bentuk macam tulisan yang diterbitkan dan mencerminkan perusahaan, seperti penulisan nama perusahaan, moto perusahaan dan slogan kerja unit bisnis perusahaan di segala media komunikasinya. Adapun tipografi yang dimaksud adalah Helvetica, karena bentuknya yang sederhana namun berkesan modern dan mudah untuk dibaca.

1.2
Latar Belakang Divisi Humas PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat & Banten


Sejak awal peradabannya, manusia di muka bumi ini sudah melakukan komunikasi dalam kehidupannya meskipun hal ini tidak disadari oleh mereka dan dilakukan dengan menggunakan bentuk dan cara yang masih sederhana bahkan bisa dibilang primitif, yaitu berkomunikasi dengan menggunakan simbol-simbol atau lambang yang dapat dipahami dan dimaknai oleh manusia pada saat itu. Pada hakekatnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendirian dan selalu berhubungan dan membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya baik itu sebagai perorangan maupun kelompok. Untuk berhubungan dengan orang lain tersebut manusia melakukan komunikasi dalam mengutarakan atau mewujudkan apa yang mereka pikirkan dan inginkan, selain itu komunikasi ini juga membantu manusia dalam menjalin dan menjaga hubungan dengan orang lain yang pada akhirnya bertujuan untuk membantu manusia dalam menjalankan dan memenuhi kebutuhannya.


Seperti layaknya manusia, suatu perusahaan atau organisasi juga melakukan komunikasi, karena pada dasarnya perusahaan atau organisasi tersebut merupakan sekumpulan orang yang bekerjasama untuk membentuk suatu lembaga atau bidang usaha. Komunikasi yang dijalankan oleh perusahaan atau organisasi tersebut dilakukan dengan orang lain, yang biasanya orang lain tersebut dikategorikan sebagai publik perusahaan atau organisasi dengan asumsi bahwa yang dikatakan publik itu adalah sekumpulan orang yang mempunyai minat dan kepentingan yang sama terhadap suatu perusahaan atau organisasi.


Kegiatan komunikasi dari suatu perusahaan atau organisasi yang lebih dikenal dengan public relations, pada saat ini memiliki peranan yang sangat penting bagi jalannya perusahaan atau organisasi tersebut, dimana dalam setiap langkah dan kegiatannya mereka membutuhkan publik agar usaha dan program yang dimiliki dan dijalankannya dapat berjalan dengan baik dan sesuai. Kegiatan public relations yang dijalankan oleh perusahaan beragam bentuk dan jenisnya, mulai dari komunikasi dengan publik internal seperti karyawan sampai dengan publik eksternal seperti pelanggan.


Salah satu perusahaan yang memandang pentingnya komunikasi dalam menjalankan bidang usahanya adalah PT. PLN (Persero) yang merupakan perusahaan tempat penulis melakukan kegiatan job training untuk kepentingan penyusunan  laporan job training. PT. PLN (Persero) merupakan salah satu instansi pemerintah yang bergerak di bidang ketenaga listrikan yang merupakan sarana vital bagi kehidupan masyarakat, sekaligus merupakan instansi yang menerapkan teknologi tinggi yang mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan serta menghadapi tantangan dan misi masa depan. Selain itu PT. PLN (Persero) juga berkewajiban untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat atau pelanggan, karena dengan pelayanan yang sebaik-baiknya tersebut akan tercipta citra posistif bagi perusahaan itu sendiri dan membina hubungan yang harmonis anatar kedua belah pihak yaitu antara perusahaan dan pelanggan. Hingga saat ini hampir di seluruh wilayah Indonesia khususnya dapat merasakan pentingnya peranan PLN. Keberadaan PLN sangat dekat dengan masyarakat, karena secara tidak langsung PLN sangat mempengaruhi akan kehidupan dan aktifitas kita sehari-hari, bukan saja di perkotaan bahkan PLN pun telah masuk ke pelosok-pelosok pedesaan, yang semuanya dilakukan PLN demi kepuasan masyarakat dalam menerima pasokan listrik secara adil dan merata.


Sebagai suatu perusahaan yang bergerak di bidang jasa, PT. PLN akan selalu berhubungan dengan publik internal dan eksternal, maka adalah peran humas yaitu sebagai penyerap dan penyebar informasi dari publik maupun kepada publik guna mendukung terciptanya suatu kepuasan pada diri publik perusahaan sehingga timbul citra baik yang akan mendukung tercapainya misi serta tujuan PT. PLN (Persero). Salah satu peran humas yang berkaitan dengan penyerap dan penyebar informasi baik itu dari ataupun kepada publik dapat dilakukan dengan memantau berita yang beredar di masyarakat melalui media massa cetak dan elektronik, dimana dalam kegiatannya humas PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten menerapkan sistem pemantauan berita pada media massa cetak sebagai cara atau metoda untuk mengikuti arah gerak dari PLN ke masayarakat ataupun sebaliknya.


Dipilihnya media massa cetak dalam sistem pemantauan berita oleh PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten adalah karena media massa cetak dapat menampung segala macam keluhan, kekurangan, pujian, kritikan dari masyarakat mengenai kehadiran PLN. Tidak sedikit dari mereka yang mengeluh akan pelayanan yang diberikan PLN kepada masyarakat, tetapi tidak sedikit pula PLN mendapat pujian. Masyarakat menyalurkan semua itu melalui media massa cetak untuk kemudian diterima oleh PLN khususnya. Berita dan segala sesuatu yang terkait dengan PLN ini kemudian akan dipantau atau dimonitoring yang kemudian dijawab dan dijelaskan tentang apa-apa yang jadi permasalahan untuk kemudian dijadikan bahan pertimbangan pihak PLN, dimana tanggapan tersebut kemudian diangkat ke media cetak untuk disebarluaskan kepada masyarakat dan dibuat dokumentasinya untuk diketahui pula oleh publik internal perusahaan yaitu karyawan. Selain memantau berita yang berkaitan dengan keluhan atau tanggapan masyarakat, kegiatan monitoring berita ini juga dilakukan pada berita-berita yang berkaitan dengan kegiatan, kebijakan, dan usaha-usaha PLN secara umum dan nasional guna diketahui oleh publik internal sebagai sumber informasi mengenai perkembangan dan apa-apa saja yang terjadi berkaitan dengan PT. PLN (Persero) sebagai tempat mereka bekerja, dan dapat pula digunakan sebagai landasan bagi PLN untuk melakukan suatu peningkatan kinerja dan pengeluaran kebijakan serta bahan untuk evaluasi perusahaan.

1.3 Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi perusahan merupakan suatu gambaran yang menunjukan suatu pekerjaan yang harus dilakukan oleh setiap bagian atau anggota. Struktur organisasi PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat meliputi unsur pimpinan, unsur pengawasan, unsur pelaksana, selain itu ada juga control intern yang berada dibawah serta tanggung jawab langsung kepada konsumen, dapat dilihat secara keseluruhan bahwa susunan organisasi di PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten sebagai berikut :

1.4 Struktur Divisi Humas PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan 

      Banten

Gambar 1.3 Struktur Organisasi Divisi Humas

	No
	Nama
	Pendidikan Terakhir
	Tugas&Tanggung Jawab

	1
	Adang Djarkasih
	S-1 Teknik
	External PRO

	2
	G. Wisnu Yulianto
	S-1 Komunikasi
	Pelaksana Harian Deputi Manager Komunikasi 

	3
	Henny Utari
	S-1 Ekonomi
	Internal PRO

	4
	Pinpin AR
	S-1 Ekonomi
	Internal PRO&PKBL

	5
	Agus Budianto
	S-1 Fisip
	Internal PRO

	6
	Syarifuddin
	SMA
	Internal PRO

	7
	Gunadi Somantri
	D-3
	Perpustakaan

	8
	Adang Somantri
	D-3
	Staff PKBL

	9
	M. Iqbal
	SMA
	Internal PRO


Tabel  1.1  Karyawan Divisi Humas PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat & Banten

Sumber : Humas PT. PLN Distribusi Jawa Barat & Banten

Keterangan:

Bagian Komunikasi PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten membawahi 3 (tiga) bagian yaitu; Bagian Humas & Protokol, Bagian PKBL, dan Fungsional Ahli. Bagian Humas & Protokol tugasnya adalah melaksanakan kegiatan hubungan internal dan eksternal PT PLN (Persero) termasuk di dalamnya mengurus kegiatan upacara rutin, sedangkan PKBL merupakan singkatan dari Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tugasnya melaksanakan pengembangan program bina lingkungan (community development) program ini merupakan salah satu bentuk kegiatan yang bertujuan untuk membangun dukungan dan partisipasi masyarakat untuk turut menjaga keamanan dan keselamatan asset PLN yang terpasang di banyak tempat. Program ini diwujudkan dalam bentuk pemberian bantuan sosial – keagamaan bagi masyarakat, dan yang terakhir adalah fungsional ahli tugasnya membantu melaksanakan kegiatan hubungan internal dan eksternal tersebut sesuai dengan keahliannya. 

Kegiatan internal public relations:

1) Tatap muka antara manajemen dan karyawan:

Kegiatan ini lebih populer disebut dengan “Coffee Morning”. Dikatakan demikian karena biasanya acara tatap muka tadi dilaksanakan di pagi hari (biasanya setelah senam dalam suasana santai), sifat komunikasinya langsung tatap muka sehingga penyebaran informasi dan umpan baliknya (bersifat interaktif) dapat segera diketahui.

Tujuannya: sebagai sarana untuk menyebarkan informasi seputar kebijakan, persoalan dan informasi aktifitas perusahaan lainnya yang perlu untuk diketahui oleh internal perusahaan (karyawan), sekligus untuk membangun kedekatan komuniksi antar manajemen dengan karyawan yang bersifat lebih terbuka.

2) Penerbitan Media Internal:

Bisa berbentuk Buletin, Majalah, Papan Pengumuman, Internal Release maupun media cetak internal lainnya.

Tujuannya: sebagai sarana untuk menyebarkan informasi seputar kebijakan, persoalan dan informasi aktifitas perusahaan lainnya yang perlu untuk diketahui oleh internal perusahaan (karyawan), terutama untuk menjangkau publik karyawan yang menjalankan tugas di tempat yang saling berbeda.

3) E-mail Internal (Local Area Network):

Merupakan sarana yang bisa digunakan untuk pertukaran informasi diantara karyawan, manajemen maupun antar karyawan dengan manajemen tentang berbagai hal yang menyangkut informasi kebijakan, persoalan dan aktifitas perusahaan sehari-hari.

Tujuannya: membangun keterbukaan komunikasi dan informasi diantara karyawan, manajemen dan antara manajemen dengan karyawan sehingga karyawan dapat lebih mengetahui aktifitas perusahaan sehari-hari.

Kegiatan Eksternal Public Relations:

1)  News (Berita) dan Iklan Layanan Masyarakat (Media Massa Cetak) dan Spot Iklan (Radio):


Merupakan bentuk penyebaran informasi yang menyangkut produk layanan kelistrikan maupun kebijakan perusahan yang ada kaitannya dengan kepentingan pelanggan / masyarakat dengan memanfaatkan media massa cetak / elektronik.


Tujuannya: sebagai sarana untuk membangun komunikasi yang lebih terbuka dengan publik eksternal (pelanggan / masyarakat) sehingga publik eksternal dapat lebih mengetahui dan memahami berbagai masalah kelistrikan. Dengan cara ini diharapkan pada gilirannya dapat membangun dukungan publik eksternal terhadap perusahaan dan citra positif perusahaan.

2)  Temu Pelanggan:


Merupakan salah satu bentuk komunikasi langsung (tatap muka) dengan pelanggan yang bersifat interaktif sehingga penyebaran informasinya bisa diterima langsung oleh publik / khalayak dan umpan baliknya bisa diketahui dengan segera (bersifat interaktif)

Tujuannya: membangun keterbukaan komunikasi dan informasi dengan pelanggan / masyarakat, sekaligus menciptakan kedekatan / silaturrahmi antara perusahaan (PLN) dengan pelanggan / masyarakat. Dengan cara ini, maka diharapkan pelanggan / masyarakat lebih merasa dekat dan diperhatikan oleh perusahaan.

3)  Dialog Interaktif di Radio:


Sarana yang bisa digunakan untuk menyebarkan informasi ke pelanggan / masyarakat melalui media massa radio dengan membangun dialog langsung (interaktif) di udara dengan pendengarnya.


Tujuannya: membangun keterbukaan komunikasi dan informasi dengan pelanggan / masyarakat, sekaligus menciptakan kedekatan / silaturrahmi antara perusahaan (PLN) dengan pelanggan / masyarakat. Dengan cara ini, maka diharapkan pertanyaan maupun permasalahan kelistrikan yang dihadapi pelanggan atau masyarakat dapat ditangani serta diketahui langsung oleh pelanggan / masyarakat.

4)  Penyuluhan:

Sarana yang bisa digunakan untuk menyebarkan informasi ke pelanggan / masyarakat melalui komunikasi dan dialog langsung dengan pendekatan personal sehingga umpan balik bisa segera diketahui. Bisa dilakukan dengan memanfaatkan kelompok - kelompok sosial keagamaan yang ada di masyarakat, misalnya: Kelompok Pengajian, Rukun Warga, dll


Tujuannya: membangun keterbukaan komunikasi dan informasi dengan pelanggan / masyarakat, sekaligus menciptakan kedekatan / silaturrahmi antar perusahaan (PLN) dengan pelanggan / masyarakat. Dengan cara ini, maka diharapkan pertanyaan maupun permasalahan kelistrikan yang dihadapi pelanggan / masyarakat dapat ditangani serta diketahui langsung oleh pelanggan / masyarakat.

5)  Poster, Brosur, Leaflet, Spanduk dan barang tercetak lainnya:


Sarana yang bisa digunakan untuk menyebarkan informasi kelistrikan ke pelanggan / masyarakat secara tercetak.


Tujuannya: menginformasikan ke pelanggan / masyarakat berbagai hal yang menyangkut pelayanan, kebijakan, himbauan dan informasi lainnya di bidang kelistrikan untuk diketahui dan dipahami oleh pelanggan / masyarakat.

6) Internet

Sarana yang bisa digunakan untuk menyebarkan informasi kelistrikan ke pelanggan / masyarakat secara online.

Tujuannya: menginformasikan ke pelanggan / masyarakat berbagai hal yang menyangkut pelayanan, kebijakan, himbauan dan informasi lainnya di bidang kelistrikan untuk diketahui dan dipahami oleh pelanggan / masyarakat.

Selain berbagai kegiatan kehumasan di atas, masih terdapat beberapa bentuk kegiatan kehumasan lainnya yang bisa dikelola dalam upaya untuk membangun sikap penerimaan dan dukungan publik / khalayak serta citra positif perusahaan, diantaranya:

1. Kunjungan silaturahmi ke instansi terkait (Pemda, Polres, Kejaksaan, Pengadilan, dll): kunjungan ini dimaksudkan untuk lebih mendekatkan dan mempererat hubungan kerjasama, sekaligus secara personal membangun komunikasi yang lebih baik.

2.  Mengenalkan Listrik Sejak Dini (Listrik Masuk Sekolah): program kegiatan ini dimaksudkan untuk memberi informasi sekaligus mengenalkan tentang kelistrikan (proses produksi, manfaat listrik, bahaya listrik, dll) kepada anak-anak sejak usia dini (usia muda). Bisa diwujudkan dalam bentuk karya wisata, lomba menulis, lomba mengarang, dll.

3. Pengembangan program bina lingkungan (community development): program ini merupakan salah satu bentuk kegiatan yang bertujuan untuk membangun dukungan dan partisipasi masyarakat untuk turut menjaga keamanan dan keselamatan asset PLN yang terpasang di banyak tempat. Program ini diwujudkan dalam bentuk pemberian bantuan sosial-keagamaan bagi masyarakat.

4. Pengelolaan guntingan berita (kliping): pada dasarnya guntingan berita (kliping) merupakan data / informasi mentah yang perlu ditangani, dikelola dan diolah sehingga mampu disajikan menjadi data matang sebagai salah satu potret / gambaran nyata (real) yang terjadi di masyarakat / pelanggan berkaitan dengan pelayanan kelistrikan yang dirasakannya. Dengan demikian, guntingan berita bukan hanya menjadi sekedar guntingan berita tanpa punya makna.

1.5  Job Description
General Manager (GM)

1. Pemimpin PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten

2. Membentuk Area Pelayanaan dan Jaringan (APJ) yang membawahi Unit Pelayanan dan Jaringan (UPJ), Unit Jaringan (UJ).

3. Menetapkan Formasi Jabatan dan Informasi Tenaga Kerja Manajer bidang dan Kepala Audit Internal.

4. Menetapkan formasi jabatan dan formasi kerja Manajer Area Pelayanan dan Jaringan (APJ) dan Area Pengatur Distribusi (APD).

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Usaha

Dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana Keputusan Direksi No. 28/010/DIR/2001, Manajer Perencanaan dan Pengembangan Usaha dibantu oleh Deputi Manajer Perencanaan Perusahaan, Deputi Manajer Pendanaan dan Jabatan Kepakaran di bidang perkembangan usaha serta jabatan operatif yang uraian jabatan dan informasi tenaga kerjanya di tetapkan General Manajer.

1. Deputi manajer Perencanaan Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan perencanaan corporate (business plan) serta rencana kerja dan angggaran perusahaan dari Unit Bisnis Distribusi serta melaksanakan analisa dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja.

2. Deputi Manajer Pendanaan bertanggung jawab atas penyediaan sumber dana untuk mendukung rencana kegiatan investasi dana operasi, melakukan analisa justifikasi investasi serta menyiapkan penerbitan SKKi dan SKKo untuk penyusunan skala prioritasnya.

3. Kepakaran Pengembangan Usaha bertanggung jawab atas penyusunan rencana pengembangan  usaha / analiansi usaha sesuai kaidah bisnis yang sehat.

Bidang Distribusi


Dalam melaksanakan tugas pokok dan bertanggung jawab sebagaimana Keputusan Direksi No.28/010/DIR/2001, Manager Distribusi dibantu oleh Deputi Manager Perencanaan Sistem, Deputi Manager Operasi Distribusi, dan jabatan kepakaran di bidang Pengembangan Konstruksi, Konstruksi Listrik Pedesaan, Metering dan Proteksi, Telekomunikasi dan Scada serta jabatan operatif yang uraian jabatan dan format tenaga kerjanya ditetapkan General Manager.

1. Deputi Manager Pengembangan Sistem bertanggung jawab atas perencanaan sistem distribusi yang handal dan kebutuhan gardu induk untuk memenuhi kebutuhan beban, serta upaya penurunan susut distribusi (susut teknis).

2. Deputi Manager Pengendalian Operasi bertanggung jawab atas perencanaan sistem pengoperasian jaringan distribusi berdasarkan standar pelaksana kegiatan operasi yang aman, handal dan efisien.

3. Kelompok Kepakaran Enginering  dan Logistik, meliputi :

Kepakaran Marketing dan Proteksi bertanggung jawab atas prosedur dan mekanisme, koordinasi sistem proteksi dan metering serta menyiapkan spesifikasi teknik peralatan metering dan proteksi.

Kepakaran Scada dan Telekomunikasi bertanggung jawab atas perencanaan sistem operasional telekomunikasi dan scada pada sistem distribusi 20 VK.

Kepakaran Pemeriksa dan Penggunaan Tenaga Listrik (PPTL) bertanggung jawab atas tersedianya program PPTL.

Kepakaran Peningkatan Kinerja Operasi bertanggung jawab atas rekomendasi peningkatan kinerja operasi distribusi.

Kepakaran Kualitas Peralatan Listrik bertanggung jawab atas rekomendasi penggunaan peralatan listrik.

Kepakaran Pengembangan Konstruksi bertanggung jawab atas tersedianya standar  konstruksi dan spesifikasi teknis untuk rencana pengembangan sistem distribusi.

Kepakaran Logistik bertanggung jawab atas pelaksanaan pembinaan tentang pola operasional pergudangan untuk kelancaran tersedianya material untuk mendukung  pembangunan konstruksi.
Bidang Keuangan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana Keputusan Direksi No.28/010/DIR/2001, Manajer keuangan di bantu oleh Deputi Manajer Akutansi dan jabatan kepakaran di bidang analisa dan evaluasi sistem Keuangan serta jabatan operatif yang uraian jabatan dan formasi kerjanya ditetapkan General Manager.

1. Deputi Manajer Pengendalian Anggaran bertanggung jawab atas pengendalian pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) dan monitoring penggunaan data. 

2. Deputi Manajer Pengolahan Keuangan bertanggung jawab atas pengelolaan dan arus kas secara akurat serta melaksanakan pengembangan sistem manajemen keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen keuangan yang sehat mengelola keuangan yang menggunakan serta menyiapkan data untuk laporan keuangan.

3. Deputi manajer Akutansi bertanggung jawab dalam menyiapkan informasi akutansi yang akurat dan tepat waktu untuk semua pihak dan membantu manajemen dalam melaksanakan operasi perusahaan secara efisien dan efektif.

4. Kepakaran Keuangan bertanggung jawab atas merencanakan pola pengelolaan dana yang menguntungkan serta melakukan analisa dan evaluasi keuangan.

Bidang Organisasi dan Sumber Daya Manusia.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagai mana Keputusan Direksi No.28/DIR/010/2001, Manajer Organisasi dan Sumber Daya Manusia, Deputi Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia dan jabatan kepakaran di bidang Manajemen Sumber Daya Manusia serta Jabatan Operatif yang uraian jabatan dan informasi tenaga kerjanya ditetapkan General Manager.

1. Deputi Manajer Administrasi Sumber Daya Manusia bertanggung jawab atas terlaksananya pengelolaan penghasilan dan emolument, kesejahteraan dan kesehatan pegawai serta pensiunan dan sistem penggelolaan data, penyajian informasi, dan pembinaan kesehatan  dan keselamatan kerja (K3) pegawai yang aktual .

2. Deputi Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia bertanggung jawab atas pengembangan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan kompeten melalui jenjang karir yang jelas.

Kesepakatan Manajemen Sumber Daya Manusia bertanggung jawab atas pengembangan sistem sumber daya manusia

Bidang Administrasi, Hukum dan Komunikasi
Dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab Sebagaimana Keputusan Direksi No.28/010/DIR/2001, Manajer Administrasi, Hukum dan Komunikasi dibantu oleh Deputi Manajer Sekertariat dan Umum, Deputi Manejer Hukum, Deputi Manajer Public Relations dan jabatan kepakaran di bidang Perencanaan Sarana Kerja, Telekomunikasi dan K3, Perencanaan Sasaran Gedung / Bangunan dan Sasaran Penunjang serta jabatan operatif yang uraian jabatan dan formasi tenaga kerjanya ditetapkan General Manager.  

1. Menyusun kebijakan pengelolaan komunikasi kemasyarakatan dan pelanggan baik internal maupun eksternal.

2. Menyusun kebijakan dan mengelola fasilitas kerja, sistem pengamanan dan manajemen kantor.

3. Menyusun kebijakan K3, Lingkungan dan community development.

4. Menyusun kebijakan administrasi.

5. Menyusun dan mengkaji produk-produk hukum dan peraturan-peraturan perusahaan.

6. Memberi advokasi dalam bisnis energi listrik dan ketenagakerjaan.

7. Menyusun standar fasilitas kantor.

8. Mengelola asset tanah dan bangunan serta saran kerja.

9. Mengelola kesekretariatan dan rumah tangga kantor induk.

10. Menyusun laporan manajemen dibidangnya.

Bidang Niaga

Dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana keputusan Direksi No.28/010/DIR/2001, Manajer Niaga dibantu oleh Deputi Manajer Administrasi Niaga dan jabatan kepakaran di bidang Bisnis Proses dan Sistem Prosedur Pelayanan, Regulasi pelayanan dan P2TL, Sistem Pelayanan Pelanggan Potensial, Sistem Pelayanan Pelanggan Umum, Pengembangan Pemasaran dan Produk unggulan, riset dan Intelegent  pasar, negosiasi dan Transaksi Niaga, DSA dan Pentarifan serta jabatan operatif yang uraian jabatan dan informasi tenaga kerjanya ditetapkan General Manager.

1. Deputi Manajer Administrasi Niaga bertanggung jawab atas pencapaian kinerja niaga (rasio operasi, umur piutang, pendapatan, penjualan, dan susut tenaga listrik) dan pengaturan transaksi niaga dan kontrak bisnis yang dilaksanakan diUPP, UPT / Cabang, AREA yaitu transaksi jual/beli/produksi.

2. Kelompok kepakaran Pengembangan Sistem Pelayanan yang meliputi :

2.1. Kepakaran Bisnis Proses dan Sistem Prosedur Pelayanan bertanggung jawab atas pembuatan bisnis proses unit pelaksana, antar unit pelaksana dan pembuatan sistem dan prosedur pelayanan pelanggan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan.

2.2 Kepakaran Regulasi Pelayanan bertanggung jawab atas penyiapan standar, regulasi pelayanan dan melaksanakan monitoring / evaluasi untuk urusan penyempurnaan atau perbaikan standard dan regulasi pelayanan.

2.3. Kepakaran Sistem Pelayanan Pelanggan Potensial bertanggung jawab atas tersedianya sistem pelayanan dan memfasilitasi UPP/UPT/Cabang dan AREA dalam penyelenggaraan pelayanan dan kontrak bisnis dengan pelanggan potensial untuk pencapaian kepuasan pelangggan dan target peningkatan pendapat.

2.4. Kepakaran Sistem Pelayanan Pelanggan Umum bertangggung jawab atas tersedianya system pelayanan dan memfasilitasi UPP/UPT/ Cabang dan AREA dalam menyelenggarakan pelayanan dan konrak   bisnis dengan pelangggan umum untuk pencapaian kepuasan pelanggan dan target peningkatan pendapatan.

2.5 Kepakaran Riset Kepuasan Pelanggan beranggung jawab atas penyelengggaraan riset/survey kepuasan pelanggan untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan pelanggan guna peningkatan pelayanan pelanggan.

2.6 Kepakaran Peningkatan Kompetensi Pelayanan dan Niaga bertanggung jawab atas peningkatan kompetensi pelayanan dan niaga unit-unit pelaksana dalam rangka pencapaian kinerja niaga (rasio operasi, umur piutang, pendapatan, penjualan dan susut).

3. Kelompok Kepakaran Pengembangan Niaga yang meliputi :

3.1 Kepakaran Pengembangan Pemasaran dan Produk Unggulan bertanggung jawab atas kelancaran penyelenggaraan pemasaran oleh unit pelaksana  dengan memfasilitasi dan menyiapkan inovasi / produk unggulan untuk pencapaian  target penjualan / pendapatan dan kepuasan pelanggan.

3.2 Kepakaran Riset dan Intelegent pasar bertanggung jawab atas penyelenggaraan riset dan intelegent pasar untuk mengetahui dan rencana pengembangan pasar untuk meningkatkan penjualan / pendapatan dan kepuasan pelanggan.

3.3 Kesepakatan Negosiasi dan Transaksi Niaga bertanggung jawab atas pelaksanaan  negosiasi dan transaksi niaga / kontrak bisnis dengan pihak eksternal UBD dan memfaslitasi transaksi niaga kontrak bisnis di unit pelaksana.

3.4 Kepakaran Tarif / Harga  bertanggung jawab atas pembuatan rumusan dan kajian pentarifan niaga yang dapat menguntungkan perusahaan.

3.5 Kepakaran P2TL / Penertiban Niaga bertanggung jawab atas pengaturan  pelaksanaan P2TL / Penerbitan Niaga dalam rangka pencapaian peningkatan target niaga  (rasio operasi, umur piutang, pendapatan, penjualan dan susut tenaga kerja).

3.6 Kepakaran Peningkatan Produktivitas (EDP) bertanggung jawab atas peningkatan produktivitas (EDP) unit-unit pelaksana dalam pencapaian kinerja niaga (rasio operasi, pendapatan penjualan dan susut tenaga kerja)

Area Pelayanan dan Jaringan

Merencanakan, melaksanakan dan melakukan evaluasi serta membuat laporan atas pencapaian pendapatan penjualan tenaga listrik, pelayanan pelanggan, pengoperasian, pemilihan jaringan, distribusi di daerah kerja secara efisien dengan mutu dan kehandalan yang baik untuk kinerja unit.
Area Pengaturan Distribusi

Merencanakan, melaksanakan, dan melakukan evaluasi serta membuat laporan atas kegiatan operasi pengaturan jaringan distribusi di daerah kerja secara efisien dengan mutu kehandalan yang baik untuk mencapai kinerja unit.

Aspek Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang ada di PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten antara lain :

1. 2 Gedung Perkantoran yaitu; gedung lama dan gedung baru / gedung tambahan.

2. Ruang kantor yang terdiri dari :

#. Lantai 1 gedung lama dan gedung baru yang disatukan, terdiri dari : Ruang serbaguna dan FO (Front Office), di sisi lain terdapat ruang divisi humas, ruang penyimpanan fasilitas kantor dan gedung, perpustakaan, gudang alat tulis kantor, ruang e-procurement (pengadaan barang melalui sistem komputer), ruang teknik koperasi distribusi.

#. Lantai 2 gedung baru : Ruang PSDM, ruang Admin SDM, ruang bagian keuangan, ruang bagian perencanaan perusahaan, dan ruang hukum.

#. Lantai 2 gedung lama : Ruang GM (General Manager) dan beberapa ruang manager.

#. Lantai 3 gedung lama : Ruang bagian niaga, ruang bagian akuntansi, ruang bagian anggaran dan ruang kesekretariatan dan umum.

# Lantai 4 gedung lama : ruang sistem operasi distribusi, ruang proyek pengadan listrik pedesaan, dan ruang serbaguna kecil.

Sarana dan prasarana lainnya yang dimiliki PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten adalah sebagai berikut:

1. Mesjid 

2. Ruang security 
3. Front office 
4. Ruang rapat

5. Aula

6. 2 Lift gedung

7. Tangga darurat

8. Toilet

9. Fasilitas internet dan intranet

10. Telepon umum

11. Kendaraan operasional

12. Mesin fotokopi, fax dan scanner
13. ATM BNI

14. Kantin dan Tempat parkir

1.6      Sarana dan Prasarana
Tabel 1.2 Fasilitas Kerja Humas PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten
	No
	Nama Fasilitas Kerja
	Jumlah
	Satuan
	Penempatan

	1
	Komputer Program Windows XP
	5
	Unit
	Operasional Humas

	2
	Komputer Program Windows XP
	1
	Unit
	Deputy Manajer Komunikasi

	3
	Komputer Program Windows XP
	2
	Unit
	Operasional PKBL

	4
	Komputer Program Windows XP
	2
	Unit
	Operasional Perpustakaan

	5
	Laptop
	1
	Unit
	Operasional Humas

	6
	Printer HP
	3
	Unit
	Operasional Humas

	7
	Printer HP
	2
	Unit
	Operasional PKBL

	8
	Printer HP
	1
	Unit
	Deputy Manajer Komunikasi

	9
	Printer HP
	1
	Unit
	Operasional Perpustakaan

	10
	Camera Digital
	3
	Unit
	Operasional Humas

	11
	Camera Non Digital
	2
	Unit
	Operasional Humas

	12
	Handycam
	2
	Unit
	Operasional Humas

	13
	Peralatan Audiovisual:
	
	
	

	
	· Televisi 29 Inch
	1
	Unit
	Operasional Humas

	
	· DVD Player
	2
	Unit
	Operasional Humas

	
	· VCD Player
	1
	Unit
	Operasional Humas

	14
	Peralatan Audio
	1
	Unit
	Operasional Humas


Sumber : Humas PT. PLN Distribusi Jawa Barat & Banten

1.7 Lokasi dan Waktu Praktek Kerja Lapangan ( PKL ) 


Lokasi :


Dalam pengumpulan data praktek ini, penulis melaporkan lokasi praktek Kerja Lapangan adalah  di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten pada bagian Perpustakaan yang berlokasi di Jalan Asia Afrika No. 63 Bandung No. Telp (022) 4230747

Waktu :


Adapun lamanya waktu untuk melakukan Kerja Praktek ini adalah selama satu bulan, mulai pada tanggal 04 September 2006 sampai dengan 04 Oktober 2006, penulis melaksanakan kegiatan Kerja Praktek ini setiap hari Senin sampai dengan hari Jum’at, yang di mulai pada pukul 07.00 WIB Pagi sampai dengan pukul 15.00 WIB, sedangkan untuk ketentuan jam istirahat tepat pada pukul 12.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB.

  Fungsional Ahli





       SPV PKBL





  SPV Humas & Protokol





    Bagian  Komunikasi








